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PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis,
maka dapat diambil suatu kesimpulan berdasarkan permasalahan yang ada sebagai
berikut:
1. Pelaksanaan fungs Oditur Militer dalam proses penanganan perkara

koneksitas yaitu :

a Besama Kegaksaan Agung membentuk tim yang bertugas untuk
menentukan pihak mana yang paling banyak dirugikan. Besarnya kerugian
digunakan untuk menentukan pengadilan yang berwenang memeriksa
perkara koneksitas, setelah ada kesesuaian kemudian dibentuk Tim Tetap
untuk melakukan penyidikan perkara koneksitas yang terdiri dari Oditur
Militer, Polisi, dan Polisi Militer.

b. Setelah Tim Tetap melakukan penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) segera_dilimpahkan kepada-Oditur.. Militer. Dari-BAP tersebut
apabila telah lengkap maka Oditur Militer segera membuat surat dakwaan
dan diserahkan kepada PAPERA untuk kemudian diteliti dan dinilai
sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Militer yang berwenang.

2. Kendala yang dihadapi Oditur Militer dalam menangani perkara koneksitas
adalah sebagai berikut:

a. Kendala yang bersifat intern yaitu belum terbentuknya tim tetap untuk
menangani perkara koneksitas di setiap daerah meskipun ada unsur

perkara koneksitas didalamnya. Selain itu adanya PAPERA serta garis
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komando di dalam organisasi TNI juga menjadi suatu kendala bagi Oditur
Militer sehingga mengakibatkan penanganan suatu tindak pidana yang
dilakukan oleh anggota militer menjadi lebih rumit dan kompleks
dibandingkan sipil.

b. Kendala ekstern yaitu kurangnya koordinas antara Oditurat Militer,
Kegaksaan, Kepolisian, dan Polisi Militer (POM) serta aparat penegak
hukum lainnya yang belum tertata dengan baik, sehingga penyelesaian
perkara koneksitas baik di lingkungan peradilan militer maupun di
lingkungan peradilan umum menjadi sulit.

B. Saran
Beberapa hal yang dapat dijadikan saran sehubungan dengan hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Tinjauan Terhadap

Pelaksanaan Fungs Oditur Militer dalam Proses Penanganan Perkara

Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer yaitu:

1. Perlu ditingkatkan koordinasi antara Oditur Militer, Keaksaan, Kepalisian,
dan Polisi. Militer (POM) serta-aparat-penegak hukum lainnya agar proses
penanganan perkara koneksitas dapat berjalan dengan lancar dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Segera dibentuknya tim tetap untuk menangani perkara koneksitas di daerah
yang berpotenss menimbulkan dualisme yurisdiks peradilan, sehingga
pemeriksaan secara splitsing dapat diminimalisir.

3. Perlu ditingkatkannya kontrol dari masyarakat terhadap lembaga peradilan
khusunya Peradilan Militer agar terciptanya keseimbangan, transparans,

akuntabilitas serta kepastian hukum.
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